
BAB III

KONSEP SEWA MENYEWA BARANG JAMINAN DALAM ISLAM

A. SEWA-MENYEWA

1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah)

Ijarah secara sedehana diartikan dengan ’’transaksi manfaat atau jasa dengan

imbalan tertentu’’. Bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari

suatu benda disebut ijarat al-‘ain atau sewa-menyewa,  seperti sewa rumah untuk

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga

seseorang, disebut ijarat al-zimmah atau upah-mengupah seperti upah menjahit

pakaian.Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-

mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum

asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan

islam.1

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah

Ijarah.Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialahal-‘iwadh

yang artinya menurut bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.2Dalam arti luas, Ijarah

bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan

memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual

‘ain dari benda itu sendiri. Kelomok Hanafiyah mengartikan Ijarah dengan akad

yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan

pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebut

1Amir Syariffuddin, Garis-garis besar fikih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet Ke-2, h 215-216
`2Hendi Suhendi, op.cit. h. 114



bahwa Ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan

jalan penggantian.3

Pemilik barang yang dapat upah atas barangnya disebut dengan mu’jir (pihak

yang member Ijarah) dan nilai yang dikeluarkan sebagai imbalan dari manfaat-

manfaat yang diperboleh disebut dengan ijr atau ujrah atau ijar, sewa yang

mengandung arti upah.Maka apabila akad sewa-menyewa itu telah dipandang sah si

penyewa berhak memiliki manfaat.4 Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-

beda mendefenisikan Ijarah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan :

ضٍ وْ عُ بِ عُ افِ نَ ى مَ لَ عَ دَ قَ عَ 

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.”

2. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan :

ضٍ وْ عُ بِ ةِ احَ بَ لاِ اْ لِ دَ لبَ لِ ةٌ لَ ابِ قَ ةُ احَ بَ مُ ةٍ مَ وْ لُ عْ مَ ةٍ دَ وْ صُ قْ مَ ةٌ عَ فَ نْ ى مَ لَ عَ دَ قَ عَ 

Artinya: “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa

dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”.

3. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan :

ضٍ وْ عُ بِ مٍ وْ لُ عْ مَ ةٌ دَّ مُ ةُ احَ بَ مُ ءٍ يْ شَ عُ افِ نَ مَ كُ یْ لِ مْ تَ 

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu

dengan imbalan”.5

3Helmi karim, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Ke-2, h. 29
4Sayyid, Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13, ter. Khahar masyhur. (Jakarta: Kalam Mulia), 1991), cet. Ke-2.

H. 5
5M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),

cet. 2, h. 227



Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan

tunggangan sampai pada masa yang diisyaratkan, sehingga si penyewa berhak untuk

mengambil manfaat yang disewanya daripada pemilik yang sebenarnya, dan pemilik

yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan

rumah itu.Ini sejenis dengan jual beli.6

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu

kesimpulan bahwa sewa-menyewa (Ijarah) ialah suatu akad yang berisi penukaran

manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah

disepakati. Dapat disimpulkan juga, bahwa sewa-menyewa rumah  ialah suatu akad

antara pemilik dengan penyewa yang mengandung tentang pemakaian rumah dengan

jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (al-Ijarah)

Dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Al-

Ijma’.

Dasar hukum Ijarah dalam al-Qur’an adalah :















6Imam Syafi’i, Ringlasan Kitab Al-Umm, ter, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), cet. Ke-3, h. 147



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS.
At-Thalaq ayat 6)

Dasar hukum Ijarah dalam sabda Rasulullah adalah :

امَ جَ ى الحَ طَ عْ اَ وَ مُ جَ تَ حْ اِ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ ى الله عَ لَّ صَ ھُ نَّ اِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْھمَُاقاَ لَ 

)ِروا الشیخان(ةُ رَ جْ اُ 

Artinya: Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang

yang membekamnya. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)7

Adapun hukum kebolehannya berdasarkan ijma’ adalah bahwa semua ulama

sepakat mmbolehkannya, walaupun dari Al-‘Ash Hamin dan Ibnu ‘Ulayyah

diriwayatkan melarangnya.Alasan Fuqaha’ yang tidak membolehkan adanya

perjanjian sewa-menyewa adalah bahwa dalammenukar barang harus terjadi

penyerahan harga dengan imbalan penyerahan barang seperti halnya dalam barang

yang nyata.8

Sedangkan manfaat (kegunaan) dalam sewa-menyewa pada saat terjadi akad,

maka oleh sebab itu adalah suatu tipuan dan sama dengan hanya menjual barang yang

belum ada.9

3. Rukun dan Syarat Ijarah

7M.Ali Baidoun, Shahih Bukhori Juz 2, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971) h. 70
8 Hasan, Berbagai Macam Sistem Dalam Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 2, h.

230-231
9Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, Jilid 3, (Jakarta: C.V. Asy Syifa, 1990), cet. ke-1, h. 196



Transaksi Ijarah dalam kedua bentuknya akan sah bila terpenuhi rukun dan

syarat. Rukun dari Ijarah sebagai sesuatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua

belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama

suka. Adapun rukun sewa-menyewa dalam kitab Fiqh Nabawi10ada 4 macam yaitu :

1. Yang menyewakan

2. Yang menyewa

3. Barang atau sesuatu yang disewakan

4. Harga atau nilai sewa

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-Ijarahitu hanya satu yaitu ijab (ungkapan

menyewakan). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-Ijarah itu ada

tiga, yaitu :

1. Orang yang berakad

2. Sewa atau imbalan

3. Manfaat atau sighat (ijab dan qabul)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan,

dan manfaat, termasuk syarat-syarat al-Ijarah bukan hukumnya.11

Kalau kita lihat dari rukun Ijarah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah

dan jumhu ulama pada dasarnya tidaklah terdapat perbedaan yang jauh dari rukun

Ijarah yang ada dalam kitab Fiqh Nabawi yaitu : yang menyewakan, yang menyewa,

barang atau sesuatu yang disewakan dan harga atau nilai sewa.

Sewa-menyewa dipandang sah, jika memenuhi syarat-syaratnya sebagai

berikut :

10M. Thalib, Fikih Nabawi, (Surabaya: Al-Ikhlas, tth), cet. ke-2, h. 193
11A. Rahman Ritonga, Fikih Muamalah, (Kuala Lumpur: Edaran Kalam, !999), cet. ke-1, h. 263



1. Yang menyewakan dan yang menyewa telah baligh, berakal sehat dan sama-sama

ridho.

2. Barang atau sesuatu yang disewakan itu mempunyai faedah yang berharga,

faedahnya dapat dinikmati oleh yang menyewa dan kadarnya jelas, misalnya :

rumah disewa satu tahun, taksi disewa dari Yogya sampai Solo satu hari, atau

seorang pekerja disewa mengerjakan membuat pintu berukuran sekian meter.

3. Harga sewanya dan keadaannya jelas, misalnya : rumah Rp. 1.000.000/bulan,

dibayar tunai atau angsuran.

4. Barang yang diambil manfaatnya, harus masih tetap wujudnya sampai waktu yang

telah ditentukan menurut perjanjian.

5. Waktunya harus dapat diketahui dengan jelas, misalnya sehari, seminggu atau

sebulan dan seterusnya.

6. Dalam sewa-menyewa ini adakalanya berupa jasa, seperti dokter, tukang pijat,

supir dan lain-lain. Dan adakalanya berupa “kegunaan” suatu barang, seperti :

kebun untuk ditanami, rumah untuk dihuni, mobil untuk mengangkat barang.12

Dengan demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang

datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan Ijarah ketika ia dalam keadaan sakit.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk

melakukan suatu akad, maka golongan Syafi’iyah dan Hanafiyah menambahkan

bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak

cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

Untuk Ijarah yang sah ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan

yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan

12M. Thalib, op.cit. h. 195



persewaan.Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi

syarat berpartisipasi dalam kontrak Ijarah dan harus ada harga sewa yang pasti.

Harga sewa harus dibayarkan hari demi hari kecuali dalam kasus di bawah ini

1. Apabila terdiri dari objek yang sudah pasti

2. Apabila sewa itu ditetapkan

3. Apabila kebiasaan berlaku

4. Apabila bagi persewaan binatang untuk perjalanan tertentu yang belum pasti.

Sewa dalam perjanjian Ijarah dapat ditentukan sesuai dengan perbandingan

kerja yang dilakukan. Orang yang menyewakan dapat menyewakan kepada penyewa

barang yang disewakan.Pemilik yang menyewakan barang dapat melakukan kontrak

selama satu tahun.13

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan Ijarah itu senantiasa

diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak

merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang

diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian dalam pelaksanaan aktivitas Ijarah, yaitu :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri

dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad Ijarah

oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik

keterpaksaan itu datangnya daripihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

2. Di dalam melakukan akad  tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari

mu’jir (orang yang menyewakan) ataupun dari musta’jir (penyewa). Banyak ayat

13A. Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Jakarta: PT. Graha Grafindo, 2002),
cet. ke-1. H. 471



ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun

menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat

yang amat dicela agama. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad

Ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akad objek yang mereka

jadikan sasaran dalam berIjarah, sehingga  antara keduanya tidak merasa

dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan

sesuai yang tidak berwujud.

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi Ijarah mestilah berupa sesuatu

yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak

membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu

perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk

perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang

menyewakan.

5. Pemberian upah atau imbalan dalam Ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai,

baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang

berlaku. Dalam bentuk ini, imbalan Ijarah bisa saja berupa benda material untuk

sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan

sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan

kejujuran.14

4. Macam-macam Ijarah

Mengenai macam-macam penyewaan, maka para ulama berpendirian bahwa

penyewaan ada dua macam, yaitu penyewaan terhadap manfaat barang-barang  yang

nyata, dan penyewaan terhadap manfaat yang ada  dalam tanggungan, karena

14Helmi Karim, ibid. h. 35-36



dipersamakan dengan jual beli. Syarat apa yang ada dalam tanggungan ialah

keterangan tentang sifat-sifatnya dan syarat penyewaan yang ada pada barang nyata

ialah dapat dilihat atau sifat-sifatnya, seperti halnya dengan barang yang dijual.

Syarat sifat bagi Imam Malik ialah disebutkannya jenis dan macamnya, yaitu

pada sesuatu yang diambil manfaatnya.Pada barang yang diambil manfaatnya, maka

harus diterangkan dapat dinaiki umpamanya, dan berupa kapasitas muatannya.15

5. Hal-hal yang Wajib Dilakukan Oleh Mu’jir (orang yang menyewa) dan

Musta’jir (penyewa)

Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh mu’jir (orang yang menyewakan)

dan musta’jir (penyewa) ialah sebagai berikut :

1. sewa, maka yang menyewakan tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewa

tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.Orang yang

menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat

mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang

ia sewakan, melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya,

memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang

diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.

2. Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi

karena perbuatannya (wajib membersihkan rumah yang disewanya seperti pada

waktu awal ia menyewa), kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana

ketika menyewanya.

3. Ijarah adalah akad yang wajib dipatuhi atas kedua pihak, mu’jir dan musta’jir.

Karena Ijarah merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa

15Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid VIII, TER. A. Hanafi. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) cet. ke-1,
h. 208-209



dengan jual beli. Dan masing-masing pihak tiak boleh membatalkan akad kecuali

dalam persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad

dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka, ddalam hal ini boleh

membatalkannya.

4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada

penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila ia

menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa

sewa atau dalam sebagian masa maka pemilik tidak berhak mendapatkan bayaran

dari penyewa tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.16

Inilah hal-hal yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak

mu’jir dan musta’jir.

6. Berakhirnya Ijarah

Perjanjian sewa menyeewa berlaku selama masa perjanjian yang telah

ditentukan belum habis.Bila masa itu telah habis, perjanjian dipandang telah berakhir,

tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewa yang diminta harus

dikembalikan kepemiliknya. Tanpa perjanjian baru, sewa-menyewa dipandang

terhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk seberapa lamanya

dilangsungkan.Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun.

Bila pada saat masa perjanjian itu habis, ternyata masih ada tanaman yang belum

dapat diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil

tanamannya itu, ia  dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa

yang pantas untuk waktu perpanjangan yang diperlukan tersebut.

Kecuali karena habis masanya, perjanjian Ijarah dapat dirusakkan

(difasakhkan) bila terdapat cacat pada barang sewa yang berakibat terhalang  sebelum

16Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke-2, h. 485



menggunakannya sebagai dimaksud dalam perjanjian, baik cacat itu terjadi sebelum

atau sesudah perjanjian diadakan. Perjanjian menjadi rusak juga bila barang sewa

mengalami rusak yang tidak memungkinkan lagi dipergunakan sesuai dengan

fungsinya.

Yang menyewakan berhak membatalkan  perjanjian, bila ternyata pihak

penyewa memperlakukan barang sewa yang tidak semestinya.

Menurut pendapat sebahagian para ulama, berakhirnya akad Ijarah karena ada

beberapa sebab, yaitu :

1. Menurut Hanafiyah akad Ijarah berakhir dengan meninggalnya seseorang dari

kedua orang yang berakad. Ijarah hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat

diwariskan karena kewarisannya berlaku untuk benda yang dimiliki.17

2. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad tidak sepenapat dengan

ulama-ulama mazhab Hanafi itu, mereka berpendapat bahwa perjanjian dapat

diteruskan oleh ahli warisnya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan jumhur

ulama berpendapat Ijarah tidak fasakh karena kematian salah seorang bagi yang

berakad.

7. Hikmah Ijarah.

Hikmah dalam pensyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam

sewa-menyewa terdapat unsure saling bertukar manfaat antara manusia yang satu

engan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukanoleh satu orang pastilah tidak

sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya.

Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan

diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.Adapun mengenai syarat,

selebihnya disebutkan dalam cabang fiqh.

17Rozalinda, Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada perbankan Syari’ah, (Padang: Hayfa Press,
2005), cet. ke-1, h. 111



Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan

perselisihan.Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan

manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa diduga

barang tersebut  tidak dapat memberikan faedah apapun.18

B. BARANG JAMINAN

1. Pengertian Barang Jaminan

Barang jaminan menurut bahasa disebut juga gadai (al-rahn) yang berarti al-

tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa

rahn adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan rahn ialah:

1. Aqad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh

bayaran dengan sempurna darinya.

2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas

utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau

mengambil sebagiian benda itu.

3. Gadai adalah aqad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang

sebagai tangguangan utang.

4. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.

5. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.

6. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang.

7. Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguiat kepercayaan

dalam utang-piutang.

18Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 488



8. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai

tangguangan utang dengan adanya benda yang menjaditanggungan itu seluruh

atau sebagian utang dapat diterima.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa ar-rahn adalah menjadikan barang

berharga sebagai jaminan hutang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan dengan

erat dengan hutang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya tindakan pemberian

utang itu adalah suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam

keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk

ketenbangan hati, pemberi uang utang memberikan jaminan, bahwa utang itu akan

dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan

dalam bentuk benda berharga.19

2. Dasar Hukum Rahn

Firman Allah SWT, suarat al-baqarah: 283















Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

19Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 265



menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan persaksian. dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

رواه ( اسِْترََى مِنْ یھَوُْدِيِّ طَعَامًا وَرَھنَھَُ دَرْعًا مِنْ حَدِیْدٍ : عَنْ عَائْشَِةَ رَضِيَ اللهّ عَنْھاَ
)البخاري و مسلم 

Artinya: “Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju

besi”. (hadis riwayat bukhari dan muslim).20

Para ulama sepakat bahwa ar-rahan dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab

gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.

3. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun,

antara lain:

a. Akad ijab dan kabul.

b. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).

c. Barang yang di jadikan jaminan.

d. Ada utang.

4. Syarat-Syarat Rahn

a. syarat yang terkait dengan orang yang berakad ( Ar-Rahn Dan Al-Murtahin ) adalah

cakap bertindak hukun. Kecakapan bertindak hukum menurut Jaumhur Ulama

adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiah

kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja.

Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayiz boleh melakukan akad

ar-rahn asal mendapat persetujuan dari walinya.

20M.Ali Baidoun, Shahih Bukhori Juz 2, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971) h. 148



b. Syarat yang terkaid dengan sighat, ulama hanafia berpendapat dalam akad itu ar-

rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena aqad ar-rahn sama dengan

akad jual beli.

c. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-marhun), menurut

ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang

2. Berharga dan boleh di manfaatkan

3. Jelas dan tertentu

4. Milik sah orang yang berhutang

5. Tidak terkait dengan hak orang lain

6. Merupakan harta utuh

7. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

4. Syarat yang terkait dengan utang ( al-marhun bih )

a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang.

b. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan

c. Utang itu jelas dan tertentu.

5. Kebolehan Menggunakan Barang Jaminan

Diantara pendapat para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur ulama selain

Syafi’iyah melarang ar-rahin untuk memanfaatkan barang jaminan, sedangkan Ulama

Syafi’iyah membolehkan sejauh tidak memudharatkan al-murtahin.21 Secara perinci

uraiannya:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ar-rahin tidak boleh memanfaatkan barang

gadai atau jaminan tanpa seizin al-murtahin, begitu  juga al-murtahin tidak boleh

memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin ar-rahin.

21 Gufron Ihsan, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana 2010), h. 269



b. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ar-rahin dibolehkan untuk memanfaatkan

barang jaminan. Jika tidak menyebabkan barang itu berkurang, tidak perlu

meminta izin kepada al-murtahin, seperti mengendarainya, dan menempatinya.

Akan tetapi, jika menyebabkan barang tersebut berkurang seperti pengolahan

sawah, dan kebun, ar-rahin harus meminta izin kepada al-murtahin.

c. Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa al-murtahin tidak boleh

memanfaatkan barang jaminan, kecuali bila ar-rahin tidak mau membiayai

barang jaminan tersebut. Dalam hal ini al-murtahin dibolehkan mengambil

manfaat sekedar untuk membiayai ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah

berpendapat bahwa al-murtahin boleh memanfaatkan barang gadai atu jaminan,

jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau

mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.

d. Ulama Hanafiyah berpendapat, al-murtahin tidak boleh memanfaatkan barang

jaminan, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.

Sebagian Ulama Hanafiyah, ada yang boleh memanfaatkannya jika diizinkan oleh

ar-rahin, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin.

e. Ulama Malikiyah membolehkan al-murtahin memanfaatkan barang jaminan, jika

diizinkan oleh ar-rahin atau disyaratkan ketika akad, dan barang jaminan tersebut

merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya

dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafiiyah.

f. Ulama Hanabilah sependapat dengan pendapat jumhur ulama. Mereka

berpendapat bahwa jika barang berupa hewan atau kendaraan, al-murtahin boleh

memanfaatkannya seperti mengendarainya atau mengambil susunya sekedar

mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak seizin ar-rahin. Adapun barang



jaminan selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas seizin

ar-rahin.

6. Ketentuan  Barang Jaminan

Menurut Syafi’iyah bila barang jaminan atau gadai hilang dibawah penguasaan

al-murtahin, maka al-murtahin tidak wajib mengggantinya, kecuali bila rusak atau

hilangnya itu karena kelalaian al-murtahin atau karena disia-siakan. Umpanya, al-

murtahin bermain-main api lalu barang jaminan terbakar, atau gudangnya tidak

dikunci lalu  barang jaminan itu dicuri orang. Kongkritnya al-murtahin diwajibkan

memelihara barang jaminan secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika

ada cacat atau kerusakan apalagi hilang maka menjadi tanggung jawab al-murtahin.22

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, bahwa al-murtahin yang memegang

barang jaminan menanggung resiko kerusakan atau kehilangan barang yang menjadi

jaminan, bila barang jaminan itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian ataupun

tidak.

22ibid, h. 270


